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	Abstract
Environmental pollution is stated in Article 1 point 14 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. In Indonesia, research related to environmental pollution has received a lot of attention in recent years considering its impact. Especially if this environmental pollution contains hazardous waste such as hazardous and toxic waste materials that cause several kinds of diseases. Pollution and destruction of the environment is certainly very detrimental to the people who live around it. Of course, every act that harms other people must be accounted for by the perpetrators of pollution or environmental destruction. One way of accountability that can be done regarding the environment is by using the Restorative Justice model. Therefore, this paper aims to find out what form of application of restorative justice is a solution to environmental pollution due to B3 waste and the obstacles in its implementation. The research method uses a normative juridical approach with secondary data and literature studies and uses qualitative data analysis. Settlement using restorative justice which is possible can be applied in law enforcement to tackle environmental crimes, namely resolving conflicts between the parties through kinship
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Abstrak
Pencemaran lingkungan tercantum dalam Pasal 1 butir 14 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di Indonesia, penelitian yang terkait dengan pencemaran lingkungan telah menjadi perhatian di beberapa tahun terakhir dengan mengingat dampak yang ditimbulkannya. Apalagi jika pencemaran lingkungan ini mengandung limbah yang berbahaya seperti limbah bahan berbahaya dan beracun yang menyebabkan beberapa macam penyakit. Pencemaran dan perusakan lingkungan tentu sangat merugikan masyarakat yang tinggal disekitarnya. Tentunya setiap perbuatan yang merugikan orang lain haruslah dipertanggungjawabkan oleh pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan. Salah satu cara pertanggungjawaban yang dapat dilakukan mengenai lingkungan hidup adalah dengan penyelesaian menggunakan model Restoratif Justice. Oleh  karena itu, tulisan ini bertujuan menemukan seperti apa bentuk penerapan restorative justice sebagai solusi pencemaran lingkungan akibat limbah B3 serta apa saja hambatan dalam penerapannya. Metode penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder dan studi kepustakaan serta menggunakan analisis data secara kualitatif. Penyelesaian menggunakan restorative justice yang dimungkinkan dapat diterapkan dalam penegakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup yaitu menyelesaian konflik para pihak melalui jalan kekeluargaan
Kata kunci : Pencemaran lingkungan, Restorative Justice dan Limbah Bahan Berbahaya 
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I. [bookmark: _Toc2]PENDAHULUAN
Di Indonesia, penelitian terkait pencemaran lingkungan sudah menjadi perhatian pada beberapa tahun terakhir. Oleh sebab itu, pencemaran dan perusakan lingkungan tentunya sangat merugikan masyarakat yang bertempat tinggal disekitar kawasan tersebut. [footnoteRef:1] Pencemaran limbah juga dapat dihindari apabila masing-masing pihak bisa menjaga kelestarian alam. Maka, apabila suatu kegiatan telah melampaui ambang batas baku mutu lingkungan harus diproses kembali melalui teknologi agar dapat dikembalikan ke lingkungan agar dapat segera dilakukan proses rehabilitasi untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah lagi[footnoteRef:2] Selain itu, masyarakat di sekitar juga perlu memperhatikan kebersihan lingkungan. Peraturan mengenai pembuangan limbah industripun hendaknya dipantau pelaksanaannya dan pelanggarnya untuk dijatuhi hukuman.[footnoteRef:3] Peraturan mengenai pembuangan atau dumping ini sudah ada dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, e, dan f pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Aktivitas pembuangan atau dumping limbah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani dengan baik. Masalah utama yang dihadapi adalah peraturan perundang-undangan, masih rendahnya compliance atau penataan dan penegakan hukum, masalah pembiayaan serta masih rendahnya tingkat kesadaran untuk bertanggung jawab.[footnoteRef:4] Pertanggungjawaban perusahaan dapat berupa pertanggung jawaban perdata, pidana maupun administrasi dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu cara penyelesaian masalah mengenai lingkungan hidup adalah dengan menggunakan model Restoratif Justice. [1:  Elizabeth Mewengkang, 2014, Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan, Lex Crimen Vol. III, No. 2]  [2:  Jessy Adack, 2013, Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup, Lex Administratum, Vol.I  No.3]  [3:  Ibid, hlm. 81]  [4:  Ganda Martunas Sihite, 2019, Analisis Yuridis Strict Liability Sebagai Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Dumping Limbah B3 Ke Media Lingkungan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. VI No. 2] 

Pemanfaatan menggunakan konsep restorative justice dianggap sebagai suatu metode yang baru, karena suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi para pelaku tindak pidana serta korbannya[footnoteRef:5] Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice)  dalam hal penyelesaian perkara pidana bisa dijadikan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi penyelidik/penyidik yang sedang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk juga dapat dijadikan sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi kepentingan umum dan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restorative di lingkungan Polri. Upaya penyelesaian perkara pidana pada tindak pidana lingkungan saat ini belum ada aturan yang mengatur secara tegas, sehingga dapat disarankan untuk menempuh model restorative justice sebagai jalan keluarnya. [5:  Iman Imanuddin, Pendekatan Restorative Justice Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 2] 

Kabupaten Tegal memiliki luas wilayah sekitar 879 km² dan dikenal sebagai salah satu daerah terpadat di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai potensi bisnis yang mulai dikembangkan menjadi industri rumah tangga.[footnoteRef:6] Beberapa potensi industri rumah tangga yang dijalankan masyarakatnya, salah satu industri yang sedang dikembangkan yaitu di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna yang merupakan kawasan industri pembuatan logam.[footnoteRef:7] Proses pembuatan logamnya meliputi produksi industri peleburan logam dan pengecoran logam di Desa Pesarean merupakan proses kering dan tidak menggunakan air, sehingga limbah dan yang dihasilkan adalah limbah padat dan gas/ asap. Limbah padat yang dihasilkan yaitu berupa serbuk atau partikel serta kerak sisa pembakaran yang mengandung unsur-unsur kimia. Dari serbuk-serbuk bahan baku yang mengendap di dalam tubuh dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Hal ini terlihat dari hasil pengujian sampel darah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Berdasarkan hasil uji sampel darah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 terhadap 50 warga Desa Pesarean, tercatat sebanyak 46 orang telah tercemar timbal. Berdasarkan jumlah tersebut, 12 orang dalam kondisi bahaya. Adapun data yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup juga menyebutkan bahwa lima anak di kawasan tersebut lahir dalam kondisi cacat (lumpuh dan keterbelakangan mental).[footnoteRef:8] Mengacu pada UUPLH Nomor 32 Tahun 2009 bahwa setiap kegiatan yang memiliki dampak besar wajib untuk mengelola lingkungan melalui analisis dampak lingkungan (amdal).[footnoteRef:9] [6:  Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2018]  [7:  Alia Fajarwati dan Dwi Nuswantoro, 2013, Sebaran Sentra Unggulan Industri Kecil Dan Rumah Tangga (IKRT) Di Kabupaten Tegal, Jurnal Bumi Indonesia, Vol. 2, No.2]  [8:  Menurut Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, 2011]  [9:  Op. Cit] 

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan bagaimana penerapan Restoratif Justice dalam Hukum Lingkungan. Sehingga penulis mengambil judul “PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI SOLUSI PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) INDUSTRI LOGAM DESA PESAREAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL”
II. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Penerapan Restoratif Justice sebagai solusi pencemaran lingkungan Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Industri Logam Desa Pesarean Kabupaten Tegal?
2. Apa hambatan – hambatan dalam Penerapan Restoratif Justice sebagai solusi pencemaran lingkungan Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Industri Logam Desa Pesarean Kabupaten Tegal?
III. Metode Penelitian
[bookmark: _Hlk72691039]Metode  penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara.[footnoteRef:10] Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis karena akan menggambarkan suatu kenyataan dan fakta-fakta yang berkaitan dengan penerapan Restorative Justice sebagai solusi pencemaran lingkungan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, karena tidak menggunakan rumus-rumus dan angka-angka dengan menggunakan metode berfikir deduktif. [10:  Salim HS, 2013, Penerapan Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta : PT Raja Grafindo, hlm. 26.] 


IV. Hasil dan Pembahasan
1. Penerapan Restoratif Justice sebagai solusi pencemaran lingkungan akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Industri Logam Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal berdasarkan Pasal 90 KUHP dan SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice )
Model pertemuan restoratif (restorative conferencing) dapat menjadi sarana mempertemukan kepentingan pelaku, korban (masyarakat dan lingkungan) serta otoritas terkait seperti Kementerian Lingkungan, Dinas lingkungan Provinsi/kabupaten/kota dan penegak hukum untuk membentuk forum musyawarah mufakat (pertemuan restoratif) untuk mencari jalan keluar atas pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku. Dengan menerapkan model ini penegakan hukum lingkungan lebih efisien waktu karena dapat dilakukan tidak memakan waktu yang lama dan berlarut-larut. Namun untuk menghindari adanya perbedaan pendapat dalam penerapan model ini, maka diperlukannya seorang mediator agar dapat meminimalisir kegagalan dalam pengambilan kesepakatan dan mampu menghitung berapa kerugian atas ekologis yang rusak dan sudah tercemar akibat perbuatan tersebut. [footnoteRef:11] [11:  Siti Sundari Rangkuti, 1996, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga Press, Surabaya, Hlm 74] 

Restoratif Justice ini merupakan suatu metode baru dalam penyelesaian perkara pidana, sedangkan dalam Tindak pidana lingkungan sudah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tercantum di Bab XV yaitu pasal 97 s/d pasal 120. Berdasarkan aturan tersebut, sebenarnya para pengusaha bisa saja dikenakan sanksi pidana, karena sudah jelas perbuatan mereka ini mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan mengakibatkan luka berat. Luka berat diartikan dalam Pasal 90 KUHP 
Informasi yang diperoleh dari DLH menyatakan bahwa berdasarkan data hasil uji sampel darah yang dilakukan pada tahun 2011 jelas bahwa beberapa warga mengalami keracunan limbah B3 yaitu yang mengandung timbal, serta berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup beberapa anak lahir dalam kondisi cacat dan keterbelakangan mental. Hal ini dapat diartikan sebagai luka berat karena masuk dalam Pasal 90 KUHP huruf a, huruf d, dan huruf e. Namun hingga saat ini tidak dilakukan upaya hukum pidana karena dari para pengusaha pun tidak merasa bersalah bahwa mereka telah melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya limbah B3 sehingga masyarakat lebih memilih jalan damai. Oleh karena itu penerapan model pertemuan restoratif yang sesuai dalam Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman penanganan Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice memberikan acuan bagaimana akibat hukum kasus yang di selesaikan secara restorative justice yaitu dengan terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil
Dalam kasus pencemaran lingkungan yang ada di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal tidak pernah adanya upaya hukum dalam penyelesaian mengenai pencemaran lingkungan akibat limbah B3, karena pengrajin logam ini berbentuk UKM di Desa Pesarean. Selain itu, para pengrajin ini tidak mau membayar ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak dari limbah B3. Sehingga masyarakat pada akhirnya meminta tanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi sulit untuk memenuhi syarat materil seperti diatur dalam Surat Edaran Kapolri karena para korban dari tindak pidana lingkungan bukan individu melainkan masyarakat. Ancaman pidana untuk kasus tindak pidana tertentu memungkinkan dilakukan mediasi tetapi seringkali kasus lingkungan menuntut adanya tanggung jawab berupa ganti kerugian dan pemulihan lingkungan yang terkontaminasi oleh limbah. 
Maka dalam hal ini penerapan restoratif justice di Desa Pesarean masih belum berhasil untuk dilakukan, karena yang bertanggung jawab hanya dari segi pemerintahnya saja yaitu dengan mengadakan pemulihan lingkungan yang terkena limbah, untuk pengusahanya sendiri lepas tanggung jawab karena mereka tidak merasa bersalah mengenai limbah tersebut. Sedangkan penerapan restoratif justice ini bisa dikatakan berhasil apabila dari segi pengusahanya mau bertanggungjawab kepada para korban yang terkena dampak dari limbah B3. 
2. Hambatan - hambatan dalam Penerapan Restoratif Justice sebagai solusi pencemaran lingkungan akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Industri Logam di Desa Pesarean berdasarkan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum
Ada beberapa hambatan dalam melaksanakan pemulihan lingkungan di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal akibat limbah B3 pada Industri Logam yaitu :
a. Karena limbah B3 ini sudah sangat meluas yaitu sekitar 1hektar, dengan kedalaman kurang lebih 4meter dan tinggi sekitar 3meter maka diperlukannya anggaran yang sangat besar.  Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tegal menganggarkan APBD untuk mengatasi pemulihan lingkungan ini, namun karena keterbatasan anggaran maka Pemerintah Kabupaten Tegal meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi. Pada kasus pencemaran lingkungan di Pesarean sendiri sudah sangat parah, sehingga Pemerintah Provinsi mengajukan kepada Pemerintah Pusat dan untuk saat ini kasus limbah B3 yang berada di Desa Pesarean sedang ditangani bersama dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
b. Kurangnya tindakan yang tegas oleh pemerintah terhadap para pengusaha yang membuang limbah B3 di kawasan padat penduduk karena pemerintah hanya meletakkan papan peringatan apabila membuang limbah akan diberikan denda dan sanksi namun dari pengusahanya selalu mengabaikan, 
c. Masih rendahnya Pendidikan para pengusaha sehingga pola pikir mereka rendah, sifatnyapun masih kurang modern (terlalu kolot) sehingga apabila ada teguran dari pemerintah cenderung diabaikan.

V. Penutup
a. Simpulan
1. Dalam kasus pencemaran lingkungan yang ada di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal tidak pernah adanya upaya hukum dalam penyelesaian mengenai pencemaran lingkungan akibat limbah B3, karena pengusaha logam ini berbentuk UKM di Desa Pesarean. Selain itu, para pengusaha ini tidak mau membayar ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak dari limbah B3. Sehingga masyarakat pada akhirnya meminta tanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi sulit memenuhi syarat materil seperti diatur dalam Surat Edaran Kapolri karena korban tindak pidana lingkungan bukan individu melainkan masyarakat. Maka dalam hal ini penerapan restoratif justice di Desa Pesarean masih belum berhasil untuk dilakukan, karena yang bertanggung jawab hanya dari segi pemerintahnya saja yaitu mengadakan pemulihan lingkungan yang terkena limbah, untuk para pengusahanya sendiri lepas tanggung jawab terhadap para korban yang terkena dampak dari limbah tersebut karena tidak mereka tidak merasa bersalah mengenai limbah tersebut. Sedangkan penerapan restoratif justice ini baru bisa berhasil apabila dari segi pengusahanya mau bertanggungjawab kepada para korban yang terkena dampak dari limbah B3. 
2. Hambatan - hambatan dalam Penerapan Restoratif Justice sebagai solusi pencemaran lingkungan akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Industri Logam di Desa Pesarean adalah :
a. Kurangnya anggaran untuk melakukan pemulihan lahan yang sudah terkontaminasi oleh limbah B3, 
b. Kurangnya tindakan yang tegas oleh pemerintah terhadap para pengusaha yang membuang limbah B3 di kawasan padat penduduk, 
c. Pendidikan para pengusaha juga mempengaruhi sehingga pola pikir mereka rendah, sifatnyapun masih kurang modern (terlalu kolot) sehingga apabila ada teguran dari pemerintah cenderung diabaikan.
b. Saran
a. Penerapan restorative justice sebagai salah satu model penyelesaian pada tindak pidana di luar pengadilan yang sebaiknya menjadi pilihan utama bagi para penegak hukum untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pelaku. Namun bagi para pengusaha yang tidak bertanggungjawab untuk mengganti kerugian para korban, maka seharusnya bisa ditindak dengan tegas. Bila perlu dengan memberikan sanksi yaitu mencabut izin atau menghentikan usahanya
b. Masih banyaknya hambatan dalam penerapan Restoratif Justice yaitu :
a. Mengenai masih kurangnya anggaran maka diperlukannya penambahan anggaran guna menyelesaikan pemulihan lingkungan yang tercemar di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna, 
b. Masih kurangnya tindakan yang tegas oleh pemerintah terhadap para pengusaha yang membuang limbah B3 dikawasan padat penduduk maka seharusnya pemerintah bisa lebih tegas lagi kepada para pengusaha seperti lebih sering untuk melakukan pengawasan di daerah tersebut dan memberikan sanksi tegas apabila ada pengusaha yang limbahnya menyebabkan pencemaran lingkungan yaitu dengan membayar denda atau dengan menutup usaha tersebut. 
c. Pendidikan para pengusaha yang rata-rata masih rendah maka pola pikir mereka juga masih rendah dan terlalu kolot seharusnya mereka bisa merubah pola pikir mereka menjadi lebih modern yaitu mengikuti semacam pelatihan terlebih dahulu agar mereka paham bahwa jika ingin mendirikan suatu usaha juga harus memikirkan mengenai pembuangan limbahnya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dan jika pemerintah memberikan suatu teguran kepada usaha tersebut maka pengusaha harus bisa untuk mematuhi teguran itu.
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Abstract


 


Environmental pollution is stated in Article 1 point 14 of Law Number 32 of 


2009 concerning Environmental Protection and Management. In Indonesia, 


research related to environmental pollution has received a lot of 


attention in 


recent years considering its impact. Especially if this environmental pollution 


contains hazardous waste such as hazardous and toxic waste materials that 


cause several kinds of diseases. Pollution and destruction of the environment 


is certainl


y very detrimental to the people who live around it. Of course, every 


act that harms other people must be accounted for by the perpetrators of 


pollution or environmental destruction. One way of accountability that can be 


done regarding the environment is b


y using the Restorative Justice model. 


Therefore, this paper aims to find out what form of application of restorative 


justice is a solution to environmental pollution due to B3 waste and the 


obstacles in its implementation. The research method uses a norma


tive 


juridical approach with secondary data and literature studies and uses 


qualitative data analysis. Settlement using restorative justice which is possible 


can be applied in law enforcement to tackle environmental crimes, namely 


resolving conflicts betwe


en the parties through kinship
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Abstrak


 


Pencemaran lingkungan tercantum dalam Pasal 1 butir 14 Undang 


–


 


undang 


Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 


Pengelolaan Lingkungan 


Hidup. Di Indonesia, penelitian yang terkait dengan pencemaran lingkungan 


telah menjadi perhatian di beberapa tahun terakhir dengan mengingat 


dampak yang ditimbulkannya. Apalagi jika pencemaran lingkungan ini 


mengandung limbah yang b


erbahaya seperti limbah bahan berbahaya dan 
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